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DPR Jangan Ulur Waktu

Idealnya revisi UL} Pemilu rampung paling lambat Agustus 2026. Sebab, jika sesuai jadwal, tahapan
seleksi anggota kPU dan Bawaslu periode 2027 2032 akan dimulai pada OKtober 2026.

JAKARTA, KOMPAS — EHalangon
masyarakat sipil meminta DPR
wntuk tidak mengulur waktu
dengan sepern memulsl pem-
balasan revisi Undang-Undang
Nomar 7 Tahun 2007 tenlang
Pemilihan Umum. Demd me
wijudkan pemilu demokratis,
partai-partad politik di pade
Men  semestinys mengesim-
pinghkan kepettingan pragmatis
elektoral dalam membihas per-
ubsbian regulasi pemilu terse
but.

DPR juga dihacapkan tidak
mempertahankan UL Ne
F2007 sebagal pavung Bukum
Pemilu 2029, Pasalnya, hanvak
norma dalam aturan it vang
telah dikoreksi oleh Mahkamih
Konstitusi (ME). Dalan per-
apektil supremasi konstitusi,
pengabaian terbadap putusan
MK merupakan  pelanggaran
serius terhadap prinsip negaa
hukom,

Desakan itu kembali disan
paikan sejumbah Tembaga yang
tergabune dalam Koalislh Ma-
swarakal Sipnl unfuk Kodifikasi
Pemilu, Senis (4/5/2026), di Ja-
karta, Lembaga itu di antaranya
Perkumpulan untuk Pemilu dan
Demokrasi  (Perludem),  Net-
work for Democtacy and Ele-
ctoral Integrity (Netgrit), Indo-
nesia Corraption Watch, Pusat
Kajian Politik Universitas In-
donesia, Pusat Studi Konstitusi
Fakultas  Hukum  Universitas
Andalas, serta Pusat Studi [o
Fum dan Kebijakan Indonesia,

Dalam jumpa pers daring
hertajuk " Mimbar 'ublik: Men-

doreng Transpacansi dan Parti-
siprast dlalam Pembabasan RUTI
Pemily®, koalisi masyarakat si-
il mendesak DPR untuk segers
meruntaskan naskal akadenik
dan draf KUU Pemilu serta me-
il pembahasan dengan pe
merintah,

Peneliti Perludem, Kalif Ad
lan Hafiz, mengunghkapkan, de-
sakon it disaupaikan karena
koalisi melihat tidak ada partai
politik vang berinisiatif wuatak
mempercepat pemhahasan e-
visi UU Pemilu di DPIL Pare
tai-partai politik justru cende-
rung menguur waktu permba-
hetsan.

"Hal i menimbulkan ke
khawatiran hahwa kepenlingan
clektoral jangka pendek lebih
dominan dibsndingkan dengan
komitmen terhadap penguatan
sistem demokrasy,” ujar Kahfi,

RUL perubahan atas UL Pee
milu seberarnya swdish masak
dattar Program Legislasi Nasio
nal (Prodeginas) Prioritas 2025
dany 2026 sebagal usul indsiatif
1IPR, Namun, hingga kini, PR
belust juga menuntaskan pe-
myusunan dral RUU dan naskah
akademikya,

Koalisi masyarakat sipil me-
nilai stagnasi pembahasan BT
Pemilu tidak dapat dilepaskan
dard sikap partai politik di par-
lemen yang terlihat mengulur
waktn, Meski sejumlah elite
partai melontarkan isu krusial,
sepert perubiahan ambang ba-
tas parlemen, wacana tersebut
belum diikuti pembahasan for-
mal RUL Pemilu,

Koalist nengapresiasi Komisi
IT TR vang telah mengundang
akadetisi, praktisi, dan organi-
sasi masvarakat sipil dalam ra-
pat dengar pendapat urm un-
tuk menvampaikan - evalinsi
dan rekomendast terkait revisi
UL Pemilus Sejumlsh catatan
cvaluasi dan rekomendast dooi
para-pihak ving diundang se-
mestinva dituangkan  dalam
daftar  inventarizss masalah,
paskah akademik, manpun deaf
RULT Pemilu,

Semakin mendesak

Fahfi menaubahkon, absen
nya pembahasan formal revisi
LU Pemilu menecrmiinkan
penidekatan vang  cenderung
mengabaikan  wgensi  dalam
pembentukan  regulasi yang
Berkaitan lasgsung dengan sik
Tus demakrast elektoral, Talam
perspektif teori begislasi, keter
Tamhatan merespons kebutuh-
an perubahan hokom dapat
berdampal paala kelidaksiapan
sistemy menghadapl  tahapan
krusial pemilu,

Padahal. lanjutiya, kebutuh-
an revisi UL Pemilu semakin
mendesak, terutama terkait ta-
hapan seleksi anggota Komisi
Pemiliban Umum dan Badan
Pengawas — Pemilu periode
20272082 vang akan dinsulai
prada Oktober 2026, Dengan de-
tikian, idealnya vrevisi UL Pe-
milu telah rampung paling lam-
Bat Agustus 2026 untuk e
mastikan kesiapan regulas) se-
belum tabapan tersebut Ter
jalkan,

Kabfi menjelaskan, tabapan
seleksi penvelengar pemily
diawali dengan pembentukan
lim seleksi vang memiliki peran
strategis  dalam mencntukan
Yualitas kandidat,

Proses Il merupakan tahap
awal yang sangal menentukan
aval dan kualitas kelerbagaan
penvelengars pemili, Tanpa
ketamgka hudum vang diper-
harui, proses selekst berpotensi
tetap mengguvakan mekanis
me lama dalam EU No 772007
vangtelal terbukt menvisakan
herbagai persoalan,

Pengalanian sebelunya me
nunjukkian, kualitas penyeleng-
gara pemilu menghadapi ber
hagai persoalan yvang herakar
pada desain seleksl vang belum
herintegritas, Kondisi ini me-
negaskan balwea tabapan s
lekai harus diposistkan sehagi
bagian mtegral daei siklus pe
nyelenggaraan pemilu,

" Dalaun situasi demikian, ke
terlambatan legislasi berpotensi
menciptakan  ketidakpastian
hukum yang herdampak padi
berbagal aspek penyelenggara-
an pemilu, Akibatnya, peluang
uptuk  melakukan  perbaikan
substantif dalam sistem pemilu
menjadi  semakin  Lerbatas”
CHA[TYE.

Mantan angegota KPU dan
Pewan  Kehormatan  Penye-
letagara Pemily, 1da Dedhiati,
mengingatkan, UL Pemilu yang
bk merupakan prasyarat pe-
milu berlangsung demokratis,
Selab, banvak norma dalam UU
Neo 72007 yang harus diper-

bikd, salal satunwa kavena ada-
niva pubusan MK

Mengutip data daxri laman
resmi MK, sejak ULT Pemilu
divndingkan pada 2017, terda-
pt 182 pengujian terhadap se-
Jumlah norma dakon UU Pe
milu il sehanyak 21 di antara-
fva dikabulkan.

“Sudah hanyak hal, baik dari
aspek substantif maupun tek-
nis, yang perfu diperhaiki ontuk
penilu mendatang berdasarkan
kegjian yuridis dan empiris. Se-
ladn itw, banyak putusan MK
vany memberi sinyal penting-
fva peribahan UU Pemilu dan
perlu ditindaklanjuti dalam re-
gulasl,” ujarny

[virektur Eksekutil - Netgrit
Hadar Nafis Guumy menam-
hahkan, persalan dalam pe-
iy, sepert politik wang, tdak
akan selesai jika perdebatan ha-
va berkutat pada ambang ba
tas parlemen, sistem pemilu
lomgeung atau tidak langsung
HiHIIPI.]TI HI'IthI'Ig ]'Iil[i!!i i'l("l'l['H-
Lot presiden. [s-isu tegselbut
dinilat helum menyentuh npayva
mewnjudkan pemilu vang be-
has dari politik vang, termasuk
keterbukian akses data peserta
pemilu,

Menanggapi  desakan i,
Sekretaris Jenderal Partai Ke-
bangkitan Bangsa [asanwddin
Wahid menyatakan, tidak ada
kebuntuan  (deadloe)  dalam
pembahasan RUL Pemilu, Ko-
munikasi  antarpartal  masih
berjalan, "Tidak ada deadioek,
Kami komunikasi aktif dengan
semua partal,” katanya, (00W)
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